ANDANGAN masyarakat mengenai

taa pohuk dan peranan para pemimpmnya

da!a'm memeiopon per}uangan kemerdeka—

nstlwé" herozk

Sebahknya sekarang ini-ada suatu gejala
mengenal timbulnya® dichofomi. Artinya, di
samping- kita': memiliki.. pemerintah - yang

kuat, tetapi kedodukan partai-partai politik-

adalah lemah. Masyarakat menilai ‘Bartai
Persatuan Pembangunan dan Pariai De-
mokrasi Indonesia sebagai kekuatan sosial

politik kurang mandiri. Karena tubuhnya se-

ring dilanda kericuhan dan karena adanya
campur tangan dari-kekuatan ekstern,-maka
kedua partai politik .itu tidak lagi memiliki

kemandirian yang diperlukan dalam pemba- -

arti partaz—partau pohtik dan peranan
‘para ‘pemimpinnya selalu berubah—:
ubah. Seperti dijelaskan di bawah, ‘arti par-

" telah tercatat dalam sejarah sebagaa pe—'

bahan masukan yang dapat dimanfaaikan:
guna:. meningkatkan kualitas partaipariai’
politik, ‘maka tulisan vang berjudul >>Arti~
Partai Politik Bagi Pembangunan Nasional’?
ini-ditulis, dengan harapan mudah-mudahan:
mgnjadi bahan - bacaan ‘yang bermanfaat
bagi para pernbaca majalah Analisis C85:

Arti Partai Politik dajam -Zﬁéﬂéﬂﬁ
Penjajahan

Kita sermmua inenyadari bahwa kemerde-.
kaan yang dinikmati bangsa Indonesia seka::
rang-ini merupakan buah dari.perjuangan’
para... Perintis Kemerdekaan - sejak tahun-
1908.-Dengan didirikannya Budi Utomo pa- -
da tanggal 20 Mei 1508, mereka-- uniuk: per.-
tama kalinya -- menanamkan jiwa nasional:
isme.dan semangat patriotisme serta mence-
tuskan era Kebangkitan Nasional. Perjuang. -
an Perintis Kemerdekaan dilanjutkan “oleti -

ngunan nasional, khususnya dalam pemba~
ngunan politik. - L

Mengmgat h&Lhai sepem duelaskan d:
atas dan dalam raﬁgka upaya menyaﬁkan

para penniiin Darial pohiik, baik vang ber -
asaskan agama Islam seperti Sarekat Islam
(1211); yang beraliran Marxisme antara lain
Indische Sociaal Deﬁ_mkr,af:isqﬁe_ Vereneging .
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-warg -partaa'p'ohtxk yang bersangkutan, g
lah erhaszl mengamarkan rakyat Indonesia
ke depan panu gerbang kemerdekaan Indo-
ngga pada tangpal 17 Agustus 1945
egara Republik :Indonesia yang

lahirlah, e,
merdeka; bersatu, berdaunlat, adil dan mak-

; :f:':"Perjuangai} par& tokoh pergerakaﬂ ke—

suam proses yang tlda}c menge-
G Perjuangan xtu xalah unmk men

ke arah terwu;udnya c1ta~cata kemerdekaan
yang teiah dmanangkan pada Prok}amas:
Kenerdekaan tanggai 17 Agustus 1945

Peranan Partai Puimk damm Zaman
Kemerﬂekaan )

'Dalam' “alam kemerdekaan, ter;adﬂah
suatu perubahan besar’ mengenal sasaxan
vang dituju oleh partai-partai politik, Jika
dalam:alam penjajahan perjuangan:partai-
partaipolitik difokuskan untuk melawan pe-
merintah::Hindia -Belanda - dalam rangka
menghanuskansistem kapitalome dmperial

partai-partai” politik dicurahkan untuk me. . -
nentukan keserasian jalannya pemerintahén.:
dengan kehendak rakyat.-Hal itu sesuai de-
ngan pemikiran Edmund Burke, yang me-.
ngatakan bahwa partai itu adalah suatu o
ganisasi politik yang dibentuk oleh orang: L

orang yang-- dilandasi oleh idealisme - hen- - : : . B

dak mema;ukan kepentmgan bersama ber.
dasar}{an suatu asas tertemu dan asplras
_dlsezujul oleh warganya

Dalam DU 1945 ndak terdapat perka— ;
taan P pariai politik.?’ Namun, Pasal 28 ‘me.
nyebutkan -bahwa - kemerdekaan berserikai
dan . berkumpul, mengeluarkan pikiran de~
ngan-lisan’ dan tulisan, ditetapkan .dengan
undang-undang. -Ketiga -hak asasi manusia
yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945 -ini
merupakan sebagian dari landasan formal
bagi-terwujudnya kehidupan demokratis da-
lam negara Republik indonesia, di mana ter-
3arn1n hak hidup partal~parta1 polmk sebagai
kekuatm sos1a1 pohnk untuk menyalurkan
aspxrasa masyarakat dan membeia kepentmg—
an rakyat g ¥

Mengmgat hai tersebut dan mengmgat
landasan teoritisnya, -seperti. dxkemukakan
oieh Hans Kelsen (General. Theory. of Law
and State hal. 295), maka kehadiran parta;
poht}k dalam masyarakat merupakan esen;
szal;a .dari demokrasi. Sehubungan dengan
;e__k_s_lstensx_.partaz_fpartaz pc_)l;txk, para pengenl-
ban ide perlu memperhatikan amanat. Foun-
ding Fathers Republik Indonesial yang me-
negaskan, bahwa Negara dan Pemerintah
termasuk ABRI hendaknya berdiri di atas
semua ‘golongan dan tidak hanya menjadi
pelindung dari oolﬂngan yang palmg besar
atau pahng kuat ' : :

M@Q?&';nun i.c&nrisman fsznriuc:f&n Fnr‘mg] rh

isme dan kolenialisme dari bumi Indonesia,
maka daiam aEam kemerdekaan tenaga dan
y_:gl_;_i_z__gn para {GKOL‘MGE{OU yang, memimpin

pah&ml gagasan teorms dlketahm dan set;a.p

1 that - Panitia lea Urmarr Pancasm:r (Jakarta

Bdutiara, 1977).
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pengémban ide perlu mewujudkan pikiran-
pikiran Juhur dari Founding Fathers ‘Repu-
blik':Indonesia,” ‘namun -- - dalam prakiek
.y iampak terjadinya penyimpangan tidak
dapat dlcegah sepern dlgambarkan di ba-
wah 1n1 o :

-Sebagaz konéékueﬁSi dari sistem de-
: rasi parlementer yang dianut oleh UUD
Sementar& tahun 1950, yang berlaku hmgga
Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, terjadi-
lahsistern multi partai, yang-- dengan-sendi-
rinya+- ‘menimbulkan ekses-ekses. Misalnya,
dengan -timbulnya golongan oposisi yang
berhadap-hadapan melawan pariai pemerin-
tah, maka sering terjadi pergantian Kabinet
sehingga badan eksekutif pada zaman terse-
but ‘berumur paling lama dua tahun. Karena
umur Kabinet-kabinet singkat, maka upaya
pembangunan nasaonai menjadx tersendat~
sendat :

B Sementara itu sebagai dampak dari j jiwa
i;beralisme, muncullah pemlmpm-pemlmpm
yang cenderung lebih mengutamakan ke-
pentingan kelompok atau golongan. Dalam
situasi ‘yang demikian itulah, maka timbul
pergolakan seperti DI/TII, PRRI-Permesta
vang diprakarsai oleh sementara tokoh-
tokoh politik tertentu yang bekerjasama de-
ngan oknum-oknum militer. Dapatiah dipa-
hami bahwa tragedi-tragedi nasional ini me-
robek-robek persatuan dan kesatuan bangsa
serta mengancam ‘keselamatan kehidupan
bangsa dan’ negara serta mengganggu ta-
tanan polmk

Perkembangan di negara-negara berkem-
bang yang menganut sistem liberal seperti
Indonesia dalam kurun waktu tahun
1950-195% membawakan pergeseran nuansa.

ANALISIS CSIS, 19561

Dalam negara-negara berkembang, ‘di
mana berlaku sistem demokrasi parlementer
yang liberal, ada kecenderungan bahwa
rakyat hanya diperlukan untuk menjadi pe-
berbondong—bondong membenkan suaranya
lewat kotak-kotak suara, nyatanya. tidak .
akan menjadi anggota Badan Eksekua un—
tuk melaksanakan pemerintahan. -Sebalik-
nya, mereka menjadi pelaku dalam ’ pesta
demokrasi”? itu, untuk memilih wakil-wakil-
nya yang akan,duduk dalam bada_n—bédas;
perwakilan rakyat atau yang akan menga-
lami nasib baik untuk duduk dalam kabi_m;i.'

Jelasnya dengan berkembangnya liberak
isme, peranan partai politik dalam pemba-
ngunan nasional, khususnya pembangunan
politik, cenderung menjadi kabur. Dengan
lain perkataan, para pemimpin partai
cenderning kuraag menerapkan prms:p—prmu
sip demokrasi Pancasila serta NOTMA-NOrma
keiudupan masyarakat Bahkan mereka St
rmgkah menya!ahgunakan partai pohnk un-
tuk dijadikan tempat memperoleh dukungan
rakyat. Sebaliknya, kepentingan rakyat dilu-
pakan, aspir'asi‘, opini dan gagasan yang 'be_;';
asal dari masyarakat diabaikan, tersumbat
atau tidak tersalurkan secara efektif ke fo-
rum lembaga-lembaga perwakilan rakyat
atau kepada Pemerintah.

Akhxrnya seorang pemxmpm partm po—
litik -- meskipun mereka duduk dalam lem-
baga-lembaga demokrasi mewakili rakyat --
pada_hakikainya hanya mementingkan ke-
pentingan pribadinya.

Demikian itulah gambaran mengenai ge-
jala penyimpangan terhadap prinsip konsti-
tusionalisme dalam sistem pohtak liberal,

" |
- l\vi LAl er Rl

Agar KOnstavasi i Tenyadi Jelas, sebaiknya
masalahaya kita kaji berdasarkan pendapat
Schumpeter seorang pemikir politik seperti
dijelaskan di bawah ini.

partai politik dalam pembanguﬂan nasional.

Lahirnya Dekrit Presiden pada tanggai 5
Juli 1959 sebenarnya merupakan momentum
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'__se_J’ " ah yang ‘diharapkan untuk: mengemba-
1dupan demokras; berdasarkan

“komunisme
.dan sebagalnya Untuk memperkuat penda-
' patny bahwa maksud semula dan demokra-

olxgarcm fas:sme,

ai} UUD 1945 xlmuwan tersebut

bahwa you cannot escape hzsrory

Jefasnya -meskipun Presxden Soekarno
sendm teiah -berulang . kali .menegaskan
bahwa ”demokrasx terpimpin’’ ity -adalah
de_mplgrasi_yang dipimpin oleh guiding prin-
ciple:yaitu. Pancasila, namun dalam.praktek
terulang kembali penyimpangan terhadap
Pancasila dan UUD 1945, Dengan kenya-
taan ini telah dzbuknkan kebenaran dara pe:
patah tersebut di atas, yaitu bahwa proses se-
Jarah yang membawakan penyampangan
terhaciap Pancasﬂa dan UuD 1945 tidak da—
pat cheiakkan oleh bangsa lndones;a terma—
suk Bung Karno sendm '

: Adapun faktor—faktor yang menciorong
perkembangan sejarah politik termaksud da-
pat digambarkan. sebagai . berikut. Dalam
suatu Sidang MPRS diambil keputusan

**Presiden seumur hidup™ disertai titel "Pe.
mimpin Besar Revolum 2 Sebagal dampak:_

dari sanjungan yang dlperoiehnya dari sege-' »

nap lapisan masyarakat, Bung Karno mengi . -

ra-bahwa. semua tindakannya. dibenarkan -
oleh . rakyat, . termasuk - kebijaksanaannya = -
yvang. sebenarnya bertemangan dengan. pr1n~
sip.demokrasi Pancasila. e

Sebagaz konsekuensx dan titel'”’ Pemi
pin ‘Bésar Revolusi’ ‘yang dlbenkan oieh’.
MPRS, Presiden Republik ‘Indonesia per:
tama ‘ith menetapkan bahwa lembaga-lem:
baga tinggi negara, partai-partai politik dan
Pemerintah merupakan "'alat revolusi’? ‘dan
harus:tunduk pada komando Presiden, Ka-
rena -partai-partai politik menganggap diri<
nyajugasebagai *’ alat revolusi,”’ maka para
pemimpinny2 juga -harus® mematuhi atau
tunduk pada komando Presiden/Pemimpin
Besar.Revolusi, meskipun-isi komando ity -
dinilai. berlawanan . dengan prmmp—prmsxp__
demokrasi Pancasila.. : SR

Adapun txmbuInya loyalitas mutlak ter-
hadap Pem:mpm ‘Besar Revolus; jtu terdo-
rong oleh beberapa’ faktor, yaitu antara lain: .
timbulnya’ budaya ‘politik yang diwujudkan
dalam sikap *’Asal Bapak Senang’’ (ABS)
dan.adanya kekhawatiran menerima tudub-
an atau_ fitnahan tertentu, sehingga dapat
membawa kecelakaan bagi manusia. yang-
bersangkutan : : .

Dengan memudarnya sikap keterbukaan,*
maka perkembangan politik menjurus ke sis-
tem otoriter. Dapat dipahami praktek kehi-:
dupan politik yang menjurus ke sistem oto-
riter menghambat perwnjudan hak-hak asasi
dan kebebasan yang ‘tercantum dalam Pasal’
28 UUD 1945, di‘mana para pemimpin par-

yang menetapkan Bung Karno sebagai

Lihat Ussp Ranawliaya, Hukum Tatanegara In-
donesia {Iakarta: Ghalia, 1983}, hal 57, -~

tapartat-politt-joge-terdorongomiak-rre
ngabaikan asas dan tujuan pariai politik;
yaitu sebagal organisasi- penvalur’ aspirasi
masyarakat dan lembagapembela kepenting:
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angakyat. Hal-hal itulah yang menyebabkan
pa. ai-partai politik tidak dapat:berperan
'&alam ' ;pembangunan nasional, -khususnya
dalam ‘pembangunan politik.

: .sampmg hal-hal tersebut, demokras:
-_terp___mpx_n yang seharusnya mendorong pe-
~ngamalan Pancasila dan UUD 1945 secara
murni dan konsekuen, juga membaivakan
dampak perpecahan di dalam tnbuh semen-
tara partai politik. Konstatasi itu diungkap-
ig_a_n berdasarkan  kejadian-kejadian tragis
yé;n_g_;jj_alami oleh warga PNI-Front Marhae-
mis.. .

=:Jelasnya, perpecahan itu terjadi setelah
timbul-perbedaan pendapat tajam antara
satu kelompok yang berhaluan “’radikal re-
volusioner’’ sesuai dengan garis kebijaksa-
naan Pemimpin Besar Revolusi dan kelom-
pok-lainnya vang hendak ietap berpijak
pada-asas Marhaenisme ajaran Bung Karno
pada tahun 1927, Singkatinya, gagasan.go-
longan *’radikal revolusioner’’ vang diten-
tang oleh kelompok Pancasilais ialah ga-
gasan_.yang berbunyi: *’ Marhaenisime adalah
Marxisme yang diterapkan sesuai dengan si-
tuasi dan kondisi masyarakat indonesia,””

Tragisnya, kelompok vang memperta-
hankan asas PNI yaitu Marhaenisme, kare-
na dianggap sejiwa dengan Pancasila, kemu-
dian dinilai sebagai warga partai yang di-
hinggapi oleh penyakit komunisto phobia,
dan oleh karenanya dianggap bersikap anti
Bung Karnc. Bahkan, pendapat dan penilai-
an dari kelompok vang **radikal revolusio-
ner”’ itu-diikuti suatn tindakan vang gega-
bah,. yaitu melakukan tindakan pemecatan
massal terhadap kawan separtainya yang
hendak menegakkan kebenaran, Perpecahan

ANALISIS CSI5, 18501

ekses dari pelaksanaan demokrasi terpim-
pin, membuat partai tersebut tidak dapat
berperan dalam pembangunan nasmnal_,_khm
susnya pembangunan politik, b

Dermkxan mﬂah gambaran mengenal me—
mudarnya artl partai-partai politik dan pe!
ranan para pemlmpmnya dalam k ]
waktu yang dlsebut ”_Or_de Lama.”.

Arti Partai Poimk di Zaman Gi‘de
Bary

»Orde Baru” adalah suaiu tatanan pe—
merzntaharx vang bertekad untuk menegak-
kan dan mengamaikan Pancasila dan UuuD
1945 secara murni dan konsekuen. Para pe~
ngamat polmk memahami bahwa garis keb1~
Jjaksanaan baru demxklan yang dlbarengl
dengan semboyan: *’Politik, No dan Ekono—
mi, Yes” merupakan reaksi terhadap gans

‘kebijaksanaan pemerintah Orde Lama, yang

membawakan penyelewengan terhadap Pan-
casila dan UUD 1945 dan mendorong poten-
si PKI menjadi kuat, sehingga pada tangpal
30 September 1965 berani menjalankan
“kup’’ yang gagal, peristiwa mana tercatat
dalam sejarah sebagai Peristiwa G-30-S/-
PKL - - _ i
Sebaliknya, mengingat perkembangan
kehidupan partai-partai politik selama dua
dasawarsa hingga kini dan mengingat pula
dampak da_r; gelombang pembaruan serta
tuntutan mengenai ' keterbukaan’ yafxg t'cr'_-:
dengar dalam masyarakat, kita perlu memi-
liki keberanian untuk mawas diri dan meng-
kaji secara jujur dan obyektif apakah cita-
cita Orde Baru seperti dikemukakan di atas
sudah terwujud sepenuhnya atau beium

menjadilebib.parah.-sstelab-tindalan-gega.
bah itu dilawan oleh kelompok Pancasilais
dengan cara membentuk DPP-PMI tanding
an. Jelaslah kiranya bahwa.perpecahan da-
lam tubuh PNI-Front Marhaenis, sebagai

_ ?cngm_gwn HEaGEER T pern banxan
urgen, mengingat anjuran dari nenek mo-
yang agar kita menarik pelajaran dari pe-
ngalaman sejarah. D samping itu, para pe
ngemban ide perlu melaksanakan amanat




s'=benar-benar melaksanakan Pan—
n UUD 1945 secara murm dan Ron-

yang harus kxté jawab 1alah ”apakah pem-
bangunan pohtlk khusnsnya perkembangan

parteu—partax pohtlk selarna dua dasawarsa
i sudah sesuaz cian sepadan dengan kema—
juan zaman serta sudah membawakan pe-
ngembangan hal baru’ yang berguna dan me-
mang’ dlbutuhkan dalam mengarung1 masa
depan‘?” RS it

Dalam rangka men;awab pertanyaan 1tu,
per_t_ama—ta_ma. perlu dikaji praktek pelaksa-
naan beberapa undang-undang bidang pem-
bangunan politik antara lain: .. ..

2 1T a1/ 1085 mmgn@@mim&” 8

b UU No 371985 tentang Parpol dan Gol—

c.'UU N6, '8/1985 tentang (}rgamsam gie»
masyarakatan,

‘Ketentuan dalam UU'No; 3/1975 juncts:

UU'No. 371985 menyebutkan bahwa; baik
kedua: partai politik;“yaiti PPP dan'PD[

maupin’ Golkar,* kesernuanya merupakan :

kekuatan sosial politik yang sama dan sede—rfﬁ: e
rajat. Akan tetapi, jika dinilai secara obyek='.
tif pelaksanaan dan undang—uﬂdang tersebut:' o

dalam praktek m
pangan mengena1 eksxste i Go
di satu pihak dan Partai Persatuan Pemba- . |
ngunan dan P _ iax Demokras: Indonesxa ch;- AR
lain plhak

Ketlmpangan termaksud menjadl }eias
ka ‘masalahnya dikaji berdasarkan amanat
Founding Fathers Republik Indonesia seper-
ti-dijelaskan di atas. Kongkritnya Golkar,
yang dipimpin ‘oleh -pejabat-pejabat Peme-:
rintah atau Perwira- perwira ABRI(purnawi=
rawanj, memperoleh bantuan, dukungan
dan fasﬂatas khusus dan Pemermtah dan
ABRI Kenyataan 1tu1ah yang “dinilai oieh;_;_
masyarakat t:dak sesual dengan amanat__'
Founa'mg Fathers Republ:k Indonesia danj_ .
bertentangan dengan prlnsxp kebersamaanf
dan keadilan,

Sebagai akibat dan ketxmpangan sepert;
dueiaskan di atas, demikian’ puIa jlka dltelm_
siapa-siapa yang bertindak sebagai juru
kampanye' dalam pemlhhan umurm, baik
dari Golkar maupun dari PPP/PDI ‘maka’
kita akan berkesxmpufan bahwa prmsm—i
prinsip mengenai pemahhan umum yaitu:
”’langsung, umum, bebas dan rahasia” serta
prinsip pemilu yang * jujur dan adﬂ” tldakf
sepenuhnya dltegakkan '

. Mengingat maksud dan tujuan tuizsan_
ini, Penulis mengharapkan pengertian para
penyelenggara negara, terhadap penllaian_.

dan Golkar), _bahwa peiaksanaan UU :enm
tang Parpol dan Golkar serta UU yang
mengatur pemilihan umum- yang sekarang
diterapkan akan tetap mendorong Golkar




u;;ggk--me_aduduki posisi dominan dalam per-

cg_t'ﬁraﬁ politik Akihatnya, jalah bahwa par-

: yang memmbulkan ketlmpangan Jeiasnya

kat” mehhat sebagal kenyataan
bahwa: ada semeniara organisasi kemasyara—
katan seperti: Kosgoro, MKGR, ‘Korpri,
Pepabri dan lain sebagainya bernaung diba-

wah: panji-panji:Golkar. Sebaliknya, kedua!
paftgi: ;politik:-- ‘sesuai ‘dengan ketentuan.
yvang-berlaku -~ tidak lagi memiliki -ormas-
ormas: sebaga: onderbouw dari pariai yang

bersangkutan

T Permasaiahan tersebut dmngkapkan

.dal' m karangan 1n1, mengmgat bahwa peies—_
tanan pOSISl domman dan Golkar untuk

masa mendatang dapat menjurus ke
arah sistem pohnk yang ”monopohuk“ atau

“otoriter,”” hal mana bertentangan dengan
Pancaszia dan UUD 1945

Mengmgat penjeiasan sepert: d1kemuka~
kan di atas, ciapatlah dlslmpulkan bahwa
ada perbedaan yang menyolok antara buny1
ketentuan dalam. tiga undang-undang yang

mengatur pembangunan politik dengan pe-.

laksanaannya dalam praktek. Penyimpang-
an terhadap pnnsap konstxtusmnahsme itu
nmbul karena adanya kecungaan Pemerin-
tah Orde Baru terhadap s:kap partai polmk
yang -- pada zaman Crde Lama -- pernah

memiliki pengaruh besar dalam masyarakat.

Di ‘samping itu, ‘ada semacam praduga
bahwa kedua partai polmk itu akan meng-

-ANALISIS CSIS, 3 9‘9,[}-,1.

rapkan Pemerintah lewat beberapa undang:
undang . bidang pembangunan . politik,, y _g
nota bene disetujui oleh pemimpin .pa_rj:a_k
partai politik yang duduk dalam DPR, tam:
paknya memang bertujuan untuk. meIéstérL
kan posxss domman Golkar, agar kek :
sosial poimk ity teiap merupaka
dukung utama Pemerintah vang t1dak te_ go—
yahkan.~Untuk mencapai - tujuan tersebut
maka akan terus diupayakan supava Golkar
tetap unggui dalam pemﬂuupemilu “yang
akan dzseienggarakan daiam waktu waktb
mendatang Sehubungan dengan strategx po-
litik “itulah, maka Pemerintah ‘dan "ABRI
hingga sekarang tetap memberikan bantuan
dukungan dan fasxhtas kepada Goikar'

Mengmgat kuatnya dukungan yang dibe~
rikan oleh Pemerintah dan ABRI kepada
Golkar, maka dxperkirakan partai-partai po»
Titik tidak akan mampu. bersamg dengan
Goikar dan tzdak .akan dapat memadakan
keganjllan tersebut dengan segala damp 1
nya yang dapat menghambat stabnhtas_r_lﬁa;
sional dan derap laju pembangunan,

A'k"hirnya,' perlu dikemukakan suatu per-
soalan lain yaitn ’’massa’ mengambang”
mengmgat hal itn juga merupakan faktor
yang menyebabkan arti partai politik te' 'p
kecil dan lemah seria ndak dapat meng
bangi posisi Golkar yang domman PenJeP
Iasannya adalah sebaga1 berikut

-Rakyat yang bertempat tinggal c!: desa
dan kecamatan dan yang ditetapkan seb_aga;_;
floating mass atau ''massa mengambang’’
--“'berdasarkan budaya panutan -- “lebih
banyak ‘akan mengikuti petunjuk ‘Pamong
Prajd, vang sekaligus menjadi pimpinan
Korpri sebagai-organisasi vang berafiliasi

hEfbaT gAY Keblj kAR PEmSntaN U
tak menyukseskan pembangunan ekonomi.

.. Mengingat hathal tersebug, tiinbul suatu.

perkiraan -bahwa strategl politik vang .dite-

nada.Golkar, Halini dengan.sendirinya e
rupakan faktor yang akan tetap mencipta-
kan sitvnasi tidak adanya keseimbangan an-
tara posisi dan peranan kedua parpol dirsain
pihak dan Golkar di lain pihak.




Faktm'v_.f_ékjtar- “yang  ‘Menyebabkan
Lemahnya Partai Politik

.Di bawah ini akan dibahas faktor-faktor
yang--;-.m_fe}}yebabkan_ partai - politik kurang
berperan .dalam . pembangunan nasional,
khususnya dalam upaya pembaruan politik.
Kongkritnya, selama dua dasawarsa ini da-
lam:.perkembangan . politik di. Indonesia,
PPP d'fan__-;_;i?DI- Aidak berdaya atau kurang
dapat.. mewujudkan . gagasan-gagasan
konseptual: dan .inovatif - dalam . mengatasi
masalah-masalah . politik yang krusial,.se-
hingga . tidak. dapat berpartisipasi dalam
pembangunan nasional sesuai dengan ha-
rapan masyarakat

~=Adapun’ faktor-faktor “yang menyebab»
kan partai politik menjadi tidak berkenibang

Faktor Intern -

Sebagai hasil observasi, dapat dinyata-=.
kan bahwa kelemahan partai politik tery-: .-
tama disebabkan oleh adanya friksi atau*ké;%";{-
ricuhan yang sering dialaminya' Kericuhah' e
yang sering melanda sementara partai pohuk S
itu antara. 1am .disebabkan, karena tipe
mimpin partai ppllt}_k _zam_an,s_ekarang__tldg :
memiliki jiwa kepemimpinan dan semangé S
perjuangan seperti, dlsandang oleh pemimpm Lo
partai politik zaman dahuly, S

J eiasnya, masyarakat mem!al sementara
pemimpin partai :sekarang kurang menun-
jukkan ketekunan atau kesediaan berkorban
dalam mengabdi pada kepentingan rakyat:
Sebaliknya, justru-adaigejala-timbulnya ris
valitas yang disebabkan oleh ambisi untuk
menduduki kursi yang terhormat dalam ma-
syarakat. Sebagai -akibatnya, ‘friksi terjad_i_
karena perbedaan kepentingan pribadi; di-
tambah dengan adanya campur tangan o!eh
kekuatan ekstern. Qo ; iy

- .Karena.pemlmpm partai. politik kurang
mampu menjalankan fungsi politiknya,
maka organis'asi itu tidak _dapat_me_iaksana—_'f
kan sosialisasi politik, partisipasi politik,
perekrutan politik, komunikasi politik dan
artikulasi kepentmgan hal mana diperiukan
bagi partisipasi masyarakat ‘dalam pemba—
ngunan nasional. Mereka juga tidak memi
liki pandangan futurologis dan kurang me-
miliki pemikiran konseptual untuk dijadikan
bahan pembuatan kebijaksanaan pada tirig-
kat eksekutif atau dalam melaksanakan tu-
gasnya di DPR. . . .

‘Adapun faktor-faktor fain yang mempa—
kan kendala hagz umbnhnyva narht nolitik

sesuai-dengan arii dan fungsinya dalamdé-
mokrasi Pancasila,‘akan dibahas di ‘bawah

yang ‘kuat, tegar dan mandxrl “jalah karena
kurangnya kemampuan orgamsaior;s ku~
rangnya dana dan-belum L_umbnhuya Jl“&’:’;ﬂ.
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profesionalisme dalam bidang kehidupan
politik modern,

Fakier Eksiern

: alah satu- faktor yang menggangegu ke-
tahanan - nasional dan yang menyebabkan
meiemahny& partai-partai ‘politik ialah ada:
nya 1nf11tra51 dari kekuatan yang berasal dari
luar negeri dan adariya campur tangan yang
dilakukan oleh pihak penyelenggara negara
terhadap kehidupan partai-partai politik.

-:Dalam rangka meningkatkan kewaspa-
daan masional, perlulah diungkapkan kem-
bali fakta-fakta sejarah yang menunjukkan
bahwa:beberapa kekuatan luar negeri per-
nah menjalankan infiltrasi terhadap masya-
rakat:Indonesia, termasuk terhadap partai-
partai politik. Misalnya, dalam peristiwa
pemberontakan PRRI-Permesta beberapa
tokoh:politik dan oknumeoknum ABRI ter-
jebak, keterlibatan CIA sangat menyolok.
Hal itu dibuktikan dengan adanya dropping
senjata **bazooka’ di Sumatera Barat, serta
petualangan Lawrence Pope vang menem-
baki ‘pasar-pasar ‘di Maluku pada saat-saat
terjadmya per:suwa PRRI—Permesta '

Kemudlan terjadmya pemberontakan
DI-TII atau kasus-kasus tindak pidana sub-
versi di Lampung dan daerah-daerah lain,
tampaknya tidak lepas dari kaitannya de-
ngan kaum fundamentalis dari negara-
negarg Isiam tertentu,

Adapun kekuatan yang sangat jelas beru-
paya menanamkan pengaruhnya di Indone-
sia adalah kaum komunis .internasional.
Contohnya, pada zaman penjaiahan gerak-
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MNICA -- maka PKI sebagai agen gerakan
komunis internasional telah memberomak
terhadap Pemerintah Republik Indonesial
Bahkan pada akhir bulan September 1965
PK1 telah menjalankan kup yang terkenal
dengan Peristiwa G-30-S/ PKL =+ :

Singkatnya, Peristiwa G-BQ—S/ PKI rr_ieru-
pakan tragedi nasional, di‘mana beberapa
perwira tertinggi dan perwira menengah lain.
nya terbunuh secara kejam hingga mereka
wajar memperoleh gelar Pahlawan Revo-
lusi. Karena.dalam zaman >’ proloog’ G-30-
S/PKI, kekuatan komunis itu mengadakan
infiltrasi tidak hanya dalam tubuh ABRI
dan birokrasi tetapi juga dalam tubuh: se-
mentara partai politik, maka’’epilog’’ 3-30-
S/PKI membawakan situasi yang rawan. Je-
lasnya, keadaan yang demikian itu dianggap
mengganggu stabilitas nasional; padahal sta-
bilitas nasional itu merupakan prasvarat
bagi suksesnya pembangunan nasional. .-

Masyarakat menyadari bahwa -~ untik
memulihkan stabilitas nasional -- perlu dite-
rapkan suatu kebijaksanaan yang disebut
security approach. Karena ada suatu pradu-
ga bahwa sementara partai politik juga ter-
kena infiltrasi PKI, maka terjadilah campur
tangan atau ‘intervensi aparatur Pemerintah
terhadap ‘ kehidupan partai-partai politik.

Dilakukannya campur tangan aparatur Pe

merintah berlandaskan security approach
terhadap kekuatan sosial politik itu juga’ di-
dorong oleh timbulnya friksi yang tajar di
kalangan partai-partai politik yang bersang~
kutan. :

Adapun latar belakang dari timbulnya
pertentangan itu adalah sebagai berikut, Za-
man peralihan dari masa Orde Lama menuin

an komunis internasional telah berhasil me-
mecah belah Partai Sarckat Islam., Pada
tahun 1948 -- sewakiu bangsa Indonesja se-
dang menjaiankan perlawanan  terhadap

masa Orde Barn membawakan pergeseran
terhadap . nilai-nilai Pancasila dan norma-
norma kehidupan masyarakat, sehingga se-
kaligus juga menimbulkan dampak negatif




erjadllah perbedaan pendapat
_pok dalam partai yang mendu-

T ._':tﬁ};;an olah Pemermtah

U "'snya,_ daiam suasana transisi itu
_terulang kembali ekses-ekses - dalam sikap

. pehlaku dari :oknum-oknum partai,
:yang bersxkap PABS.Y. Dengan harapan
-bahwa memberlkan ”dukungan tanpa re-

' serve” terhadap Pemermtah Orde Baru akan
_ memperoleh peluang untuk menduduki posi-
si yang mapan, maka mereka ‘menudub ke
lompok yang bersikap korektzf konstruktxf

' sebagal ‘manusia-manusia yang menentang
Premden Soeharto dan Orde Baru

Jeiaslah kiranya, bahwa perténtangan
dalam tubuh partai politik yang bersangkut-
an.itu.dianggap mengganggu stabilitas na-
sional yang diperlukan bagi suksesnya pem-
bangunan. Pertentangan dalam tubuh partai
politik itulah yang .mengundang campur
t_a'xig_an aparatur Pemerintah terhadap kehi-
dupan Partai Nasional Indonesia. .Adapun
tujuannya ialah agar partal yang bersang-
kutan it .dipimpin oleh tokoh-tokoh yang
dianggap loval terhadap Pemerintah.

““Dengan-latar belakang ‘campur tangan
kekuatan ekstern terhadap kehidupan kepar-
taian ituiah yang membawa dampak: kurang
adanya peranan partai-partai politik vang se-

Tantangan dan. Jawaban

Jika kita menyadari luasnya dan sulitny, ;
pembangunan nasional :jangka ‘ panjang - -
tahap kedua yang harus dilaksanakan berda: . -
sarkan' GBHN 1988 melalui Pelita VI danses .
terusnya; kita juga berkesimpulan bahwa tu
gas yang'dihadapi oleh Pemerintah, pemi
pin-pemimpin -masyarakat, termasuk :pi
pinan partai-partai politik adalah tidak ri-
ngan. Unfuk memperoleh gambaran meng&'_:. :
nai luasnya pembangunan nasional, kita per- o
lu ingat bahwa pembangunan nasional ada-
Iah suatu proses dinamik. yang merupakan. . .
rangkaian upaya bangsa Indonesia'dan Pe--
merintah antuk mewujudkan cita-cita na-
sional seperti diamanatkan oleh Pembukaan
UUD 1945. Kita juga tidak boleh melupakan
bahwa tujuan pembangunan nasional 1alah
untuk menmgkatkan pertumbuhan dan me-
mngkatkan kemajuan dalam segala bldang
kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan .
bernegara.

Perlu ditambahkan bahwa misi partai
partai politik secara khusus ialah untuk me-
mantapkan demokrasi Pancasila, menyem-
purnakan manajemen nasional ‘atas sumber
daya manusia dan ‘sumber daya alam serta
untuk menciptakan tata nilai, Kesemuanya
itu adalah dalam rangka’membangun masya-
rakat adil makmur yang berkeadilan sosial.

Lagipula, dengan memperh;tungkan ada-
nya dampak dari faktor-faktor baik dari
dalam negeri, seperu memngkatnya kesadar-
an politik dan tuntutan akan keterbukaan
dan pembaruan maupun pengaruh dari per-
caturan ‘politik mternasxonal dapat dzperkl-
rakan bahwa permasalahan yang akan kita

harusaye menesalchan-kemandizian-dan-ke
dewasaan. -demi .- suksesnya pembangunan
politik dan suksesnya pembangunan nasio-

huduyx cerrder Ung makin muiuyicaa, bpm&"
trumnya makin hias; interrelasi dan mteraksx
antara permasaiahan vang satu dengan yang
fain makin kuat dan batas antara permase-
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Iahan bidang yang satu dengan permasalah-
an yz z lam semakm kabur.

iz 1sa1nya permasaiahan badang ekonoml
tidak dapat diselesaikan hanya secara teknis-
eko_nomls belaka; tetapi perlu dibarengi de-
ngan:pendekatan terhadap -tuntutan masya-
“rakat untuk membenahi ketimpangan dalam
bidang:politik, perlunya:penerapan  nilal-
nilai luhur, atau sinkronisasi peranan ABRI
dengan upaya memantapkan demokrasi
Pancasila. ‘Semuanya itu menunjukkan: be-
ratnya fantangan yang harus dijawab oleh
penyelengeara negara, pimpinan ABRI, dan
para: pemimpin masyarakat, . termasuk pe
ngurus ‘partai-pariai politik, - -

Unmk dapat ; memberlkan response yang
tepat terhadap chal!enge seperti digambar-
kan di atas, ‘maka GBHN menentukan pula
bahwa sasaran utama dalam pembangunan
nas;onai ialah rnenmptakan kualitas manusia
dan menumbuhkan guality of social hfe
Adapun untuk menciptakan = guality of
social life diperlukan dua syarat yaitu: (a)
kgmampuan untuk mewnjudkan masyarakat
di mana warganya menikmati kesamaan hak
dan kewajiban di depan hukum; (b} tersedia-
zya peluang bagi partisipasi politik masya-
rakat dalam proses demok‘ratisasi sesuai de-
ngan tuntufan zaman dan sesuai dengan
Pancaszia dan UUD !945 secara murni dan
konsekuen

Dennk;an 1tulah gambaran mengena;
tantangan—tamangan yang memerlukan ja-
waban yang tepat. Mengingat bahwa pengu-
rus partax—paria: politiklah yang harus memn-
be_rlkan response atas challenge termaksud,
untuk mengubah nasib partai-partai politik,

SURROR : !+ 3 flmbUIEMMm”@ngah ne
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hadap ‘situasi dan kondisi parpol sekdarang;:
setiap pengamat politik --.dengan. rasa-pris
hatin ---akan berkesimpulan bahwa -= tam+:
paknya -- peranan partai politik dalam pem::
bangunan nasional adalah minim sekalj, 1

Perlunya Pelaksanaan Pembary
Sedini Mungkin .

Megara Republik Indonesia ini milik kita
semua, yaitu mereka yang duduk dalam pe-
merintahan, ABRI, para pengusaha, semua’
kekuatan sosial politik dan rakyat kecil. Ber-
dasarkan filsafah hidup ini kita semua mem
punyai kewajiban membenahi permasalahan
yang dlpaparkan dalam tulisan ini. :

Berpangkai tolak dari gagasan Presxden
mengenai pembaiuan seperti dikutip di atas,:
maka di bawah ini akan disajikan beberapa
butir pemiki_ra;a sebagai bahan masuka_xi_;:_ia-_
lam upaya meningkatkan peranan partai-
partal politik.

. Sejarah masa lalu yang penuh dengan pe-
ngalaman mengandung pelajaran yang
bernilai. Oleh karenanya, kita semua hen-
daknya mampu ‘menarik pelajaran dari
sejarah. Sikap yang salah tanpa diikuti
oleh up&iya memperbaikinya, akan méen-
jadi bumerang yang akan mengakhiri
masa kejayaan hari ini, dan yang tersisa
hanyalah penyesalan yang datangnya se-
lalu terlambat. Maka hendaknya kita se-
mua berani mawas diri. Mungkin saja
belum terlambat dalam meningkatkan
peranan partai-partai politik, apabila ki-
ta sermua memulai dari satu titik mawas
diri.

ngurusnya akan mampu memberikan ja-
waban_y_ang tcpat atas taniangan tersebut?”’.

"“Berdasarkan penilaian yang obyekiif ter-

o PEETAT P DRFTAT PO dRan dapat
ditingkatkan, jika Pemerintah serta
ABRI -- secara sungguh-sungguh -- me-
ngusahakan agzar timbul keseimbangan
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"mengenal kedudukan dan peranan dari

me. Sesuau dengan amanat
' Fathers Republik Indonésia
sepern.dismggung diatas, hendakiiya Ne-
gara, Pemenntah termasuk ABRI, berdi-
ri di atas semua golongan dan tidak ha-
nya _menjadi pendukung dari golongan
yang paling besar atau paling kuat. Peme-
rintah dan ABRI hendaknya lebih mem-
beri peluang kepada rakyat untuk menik-
mati kebebasan dan hak-hak asasi warga-
negara, untuk mendorong masyarakat
agar menjadi lebih kreatif, produktif dan
inovatif dalam rangka meningkatkan par-
tisipasi masyarakat dalam pembangunan
nasional.

4. Demi memantapkan arti dan fungsi Su-
pra Struktur Politik hendaknya diusaha-
kan agar hubungan fungsional antara
Lembaga-lembaga Tinggi Negara berja-
lan sesuai dengan prinsip-prinsip Kon-
stitusionalisme, dengan pengertian bah-
wa semua pihak harus menegakkan dan
mengamankan Negara Republik Indone-
sia sebagal Negara Pancasila, berkedau-
latan rakyat dan MNegara Hukum,

5. Semuva pengemban ide, khususnya para
penyelenggara negara termasuk ABRI
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“wa, - Semangat dan Nilai-nilai Angkatarn o '
*45, untuk - menegakkan citra - Strong,

‘Clean, and Stable Government,

Penump

Masyarakat pada umumnya menenma p

dan menghargal pelaksanaan pembangunan ;

nasional‘ oleh ' Pemerintah ‘vang menghasxi—'
kanstabilitas nasmnal beberapaproyekiin-. -
dustri, sarana komunikasi dan transportasi; ~

peningkatan kesejahteraan sosial danlain se- -

bagainya. Sebaliknya, kita juga tidak boleh

melupakan bahwa -- untuk masa-masa men-
datang -- masih banyvak permasalahan kro-
sial yang perlu diatasi, baik yang merupakan
permasalahan baru maupun problema-pro-
blema nasional yang belum teratasi dalam
pembangunan selama empat Pelita.

Mengingat konstatasi tersebut, maka
kurun waktu selama Pelita V yang menyong-
song datangnya saat tinggal landas merupa-
kan masa transisi. Jelasnya, dalam periode
ini perlu diletakkan landasan yang kuat bagi
pelaksanaan pembaruan di berbagai bidang
kehidupan negara dan masyarakat, usaha
mana periu pula dibarengi dengan sikap ke-
terbukaan oleh semua pihak. Lagipula, se-
hubungan dengan proses alih generasi, maka
Angkatan '45 yang kini berperan, baik di bi-
dang Suprastrukitur Politik dan Infra Struk-
tur Politik maupun di sekior-sektor lain, ha-
rus siap menyerahkan tugas dan tanggung
jawabnya kepada generasi penerus.

Berdasarkan ramalan dari pakar-pakar
yang berpandangan futurologis, seperti Al
vin Toffler dan lain-lain, para pengamat po-
litik mengingatkan bahwa masyarakat kita

dan para pemimpin masyarakat, perlu
memberikan contoh dan suri teladan da-
lam hal pengamalan nilai-nilai luhur dari
Pancasila dan UUD 1945, khususnya Ji

sebagai negara berkembang mungkin akan
mengalami kejutan, jika gelombang zaman
industri - zaman informatika sertz gelom-
bang pembaruan -- tidak ditanggapi secara
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wajar oleh tokoh-tokoh yang-kini mengen-
daiik‘aﬁ:-pemerintahan.. Jelasnyd, jika perma-
salahan krusial yang dirinci dalam karangan
ini tidak teratasi, kita khawatir bahwa -- pa-
da suatu saat -- keresahan mungkin akan me
ningkat sedemikian rupa, sehingga-:akan
‘membawa kejutan dalam bentuk gejolak so-
sial;iseperti yang terjadi di-berbagai negara.

JipPerlu - dijelaskan:-bahwa “tulisan -ini. di-
maksudkan-sekedar uniuk menyumbangkan
yrun repnbug kepada idee dragers (pengem-
ban:ide): baik -di:-kalangan, Pemerintah;
ABRI,ipakar-pakar.:di kalangan birokrasi,
dankekuatansosial: politik untuk. direnung-
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kan. Penulis tidak berpretensiuntuk menga-
takan bahwa gagasan atau.pendapat-yvang
terkandung dalam tulisan ini adalah berbo-
bot..Sebaliknya,. Penulis hanya. mengingat-
kan: .andaikata . masalah-masalah. ‘k{_iusial
vang dijelaskan dalam tulisan ini ticirrzkd;iaw
tasx secara tuntas dan _uka d;kemudlan han

tentunya para penyelenggara negara yano
--.antara tahun 1989 sampai permulaan abad
ke-2 - memegang tampuk kepemlmpman
baik, daiam Pemermtahan -dalam ABRI,
maupun dalam kekuatan scmal polmk






